BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Kekuatan hukum Pajak Bumi Dan Bangunan sebagai alas hak
kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah penulis berpendapat bahwa
sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, dan hal ini
tidak berlaku untuk SPPT PBB, yang tidak ada pengaturannya
sebagai suatu alas hak atas kepemilikan suatu tanah.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah ketika masyarakat
meyakini Pajak Bumi Dan Bangunan sebagai alas hak
kepemilikan atas tanah, pada dasarnya sedikit membingungkan
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal
tersebut. Solusi yang bisa disampaikan adalah meminta
pemohon itu sendiri memeriksa lokasi peta blok dari nomor objek

pajak pada SPPT tersebut (biasa terdapat di Dinas Pendapatan
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atau pada perangkat desa yang memegang buku besar pajak
tanah) atau bertanya pada penduduk sekitar/orang-orang yang
dituakan pada lingkungan tanah tersebut. Menurut penulis, hal
tersebutlah yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu
upaya hukum terhadap masyarakat, dengan dasar penyadaran
hukum, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang meyakini SPPT
PBB sebagai alas hak atas tanah, upaya tersebut dapat berupa
konseling atau pemberitahuan kepada masyarakat sampai pada
tataran Rukun Warga atau rukun Tetangga yang dikelola dalam
suatu peraturan tertentu, sehingga penekanan pelaksanaan hal
tersebut dapat ditekankan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran
1. Adanya pemberitahuan pada masing-masing lembar SPPT PBB

yang secara jelas tertuliskan “BUKAN HAK ALAS HAK ATAS
TANAH"

2. Adanya konseling yang terpadu dengan melibatkan tokoh
masyarakat sekitar pada tiap Rukun Warga atau bahkan pada
tiap Rukun Tetangga dapat membawa kesadaran dan

pemahaman masyarakat akan arti dari SPPT PBB
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